
BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SEKONGKANG

KABUPATEN SUMBAWABARAT

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA

MenUnbang: a.

b.

C.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun

2020 tentang Cipta Keija, Rencana Strategis Perangkat

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal5 Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomov7 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026,

menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedomari bagi SKPD

dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selaina

kurun waktu 2021-2026;

bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Sekongkang

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;
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Mengingat: 1.

2.

3

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4340);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana

Pembangunan uangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

8.Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor7 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11

Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019

Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor7

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2021 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016Nomor5 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA

BARATTAHUN 2021-2026.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Kecamatan Sekongkang adalah unsur Perangkat Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat untuk periode 20 (dna puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode5 (lima)tahun.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh1 (satu)

atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dthasilkan oleh

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis dari tujuan program dan kebijakan.

4



12. Hasil (outeome› adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yaang telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SEKONGKANG

Pasal2

(1) Renstra Kecamatan Sekongkang Tahun 2021-2026 merupakan

penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (l} menjadi pedoman dalam

Penyusunan Rencana Keria Kecamatan Sekongkang.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATECilS

KECAMATAN SEKONGKANG

Pasal3

(1) Renstra Kecamatan Sekongkang disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Sekongkang sebagaimana

dimaksud pada ayat( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD KabupatenS urnbawa Barat

Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan

Sekongkang Tabun 2021-2026 juga harus mengikuti perubahan

tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal4

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Diundangkan diTaliwang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

2021

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
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Ditetapkan diTaliwang

202J NO MOR


